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Abstrak

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting. Kematangan emosi
merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan
perkawinan. Penentuan batas usia perlu dilakukan karena didalam perkawinan
menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat
mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran
untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Di dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 usia minimal untuk suatu
pernikahan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun laki-laki, sedangkan
untuk Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 usia minimal untuk suatu
pernikahan adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Permohonan
dispensasi nikah untuk anak di bawah umur di Kabupaten Malang dari tahun ke
tahun  mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Sehubungan dengan hal
tersebut, penulis cukup prihatin dengan kondisi keluarga-keluarga muda bangsa
Indonesia. Sebab, sebetulnya merekalah yang nantinya akan melahirkan generasi-
generasi yang cerdas dan berkualitas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, untuk
memperoleh dan mengumpulkan data kemudian dianalisis secara sistematis
berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada. Bahan hukum yang dikumpulkan antara
lain, hukum acara peradilan agama terhadap putusan Pengadilan Agama Malang
perihal penetapan harta bersama dalam perkara ijin poligami, buku-buku tentang
hukum acara peradilan agama. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis
dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Malang dalam perkara ijin
poligami sebagai data primer.

Kesimpulannya pembatasan usia perkawinan bagi warga Negara yang
akan menikah pada prinsipnya dimaksudkan orang yang akan menikah diharapkan
orang sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan psikologis dan kekuatan
fisik yang memadai. Perkawinan dibawah umur bagaimanapun juga akan
menghadapi berbagai persoalan didalamnya. Penggunaan Ketentuan Pasal 6 UU
RI No. 23 Tahun 2004 Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama
Untuk Mengabulkan Cerai Gugat. Dalil terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
yang sebagaimana diatur Pasal 6 UU RI No. 23 tahun 2004 dapat diterima oleh
majelis hakim dalam memutus perkara gugat cerai. Yang mana dalil tersebut
dapat memperkuat dalil alasan perceraian yang sebagaimana diatur Pasal 19 huruf
(d) dan/atau Pasal 19 huruf (f) PP RI No. 9 tahun 1975.

Kata Kunci: Perkawinan di Bawah Umur, Pandemi Covid 19, Undang
Undang Perkawinan
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Abstract

Marriage for man is important. Emotional maturity is one of the very
important aspects to maintain the continuity of marriage. Determination of age
limit needs to be done because in marriage requires psychological maturity. An
overly young marriage age can lead to an increase in divorce cases due to a lack
of awareness to be responsible in married life.

In Law No. 1 of 1974 the minimum age for a marriage is 16 years for
women and 19 years for men, while for Law No. 16 of 2019 the minimum age for
a marriage is 19 years for both women and men. The application for marriage
dispensation for minors in Malang regency from year to year has increased very
high. In connection with this, the author is quite concerned about the condition of
young indonesian families. They are the ones who will give birth to intelligent and
qualified generations.

This research is a type of normative juridical research, to obtain and
collect data and then systematically analyzed based on existing science. The legal
materials collected include, among others, the law of religious justice proceedings
against the decision of the Malang Religious Court concerning the determination
of joint property in the case of polygamy permits, books on the law of religious
justice events. The source of legal materials used by the authors in this study is
the Malang Religious Court's Decision in the case of polygamy permits as
primary data.

In conclusion, the restriction of marriage age for citizens who will marry
in principle is intended that the person who will marry is expected that people
already have maturity of thinking, psychological maturity and adequate physical
strength. Underage marriages will however face a variety of issues in it. The Use
of Provisions article 6 of the Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2004 as
the Basis for Consideration of Judges of religious courts to grant divorce. The
evidence of domestic violence as stipulated in Article 6 of Law No. 23 of 2004 can
be accepted by the panel of judges in deciding divorce proceedings. Which is the
evidence that can strengthen the evidence of the reason for divorce as stipulated
in Article 19 letter (d) and/or Article 19 letter (f) PP RI No. 9 of 1975.

Keywords: Underage Marriage, Pandemic Covid 19, Marriage Act

A. PENDAHULUAN

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan
perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara
psikologis, sosial, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan,
maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa  terpenuhi.
Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga
kelangsungan perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan

oleh kematangan emosi baik suami maupun istri.
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Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam
perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu
muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya
kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan  berumah tangga.
Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung
jawab.

Di dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 usia minimal untuk suatu
pernikahan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun laki-laki, sedangkan
untuk Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 usia minimal untuk suatu
pernikahan adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki.

Permohonan dispensasi nikah untuk anak di bawah umur di Kabupaten Malang
dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, peningkatan yang sangat tinggi,
pada tahun 2018, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerima perkara
sebanyak 398 perkara, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 917
perkara . Pada pada tahun 2020 sangat tinggi yaitu sebanyak 1793 perkara jika
dibandingkan tahun sebelumnya. Terhitung sejak tahun 2020 permohonan
dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten mengalami peningkatan hingga
sebesar 600 prosen. Hal ini diungkapkan Panitera Muda Permohonan Pengadilan
Agama. Hadijah Hasanuddin, dikatakan, jika pada tahun 2019 Pengadilan Agama
Kabupaten Malang telah menerima laporan permohonan dispensasi nikah
sebanyak 388 perkara, pada tahun 2020 sebanyak 1789 permohonan dispensasi
anak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Selain Kabupaten Malang, di Jawa Barat merupakan salah satu provinsi
penyumbang angka perkawinan bawah umur tertinggi di Indonesia berdasarkan
data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional tahun 2020 Artikel ini telah
tayang di Kompas.com dengan judul "Pakar Unpad: Angka Pernikahan Dini
Melonjak Selama Pandemi”,

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Muhamad Ghozali mengatakan,
peningkatan angka pernikahan dini di masa pandemi Covid-19 salah satunya
ditengarai akibat masalah ekonomi, sulitnya kondisi ekonomi keluarga, orang tua
tersebut sering kali mengambil alternatif jalan pintas dengan menikahkan anaknya

pada usia dini karena dianggap dapat meringankan beban keluarga. Kurangnya
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pengawasan orangtua terkait kebijakan penutupan sekolah dan pemberlakuan
belajar di rumah juga menjadi salah satu pemicu maraknya pernikahan dini,
aktivitas belajar di rumah mengakibatkan remaja memiliki keleluasaan dalam
bergaul di lingkungan sekitar. Ini terjadi bila pengawasan orangtua terhadap
anaknya sangat lemah.

Hal ini menjadikan Indonesia kerap bertahan di jajaran negara dengan angka
pernikahan dini tertinggi di dunia. Hakim sepatutnya mempertimbangkan alasan
yang menjadi dasar  permohonan  dispensasi, Hakim  sepatutnya
mempertimbangkan alasan apa yang menjadi dasar permohonan dispensasi,
apakah alasan tersebut merupakan alasan yang mendesak atau dapat ditunda, serta
mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam
peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai
hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Maraknya pernikahan dini ini setelah pemerintah merevisi usia minimal
perkawinan vyaitu dalam Sidang Paripurna DPR Senin 16 September 2019
menyetujui Perubahan Terbatas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Perubahan-perubahan penting yang dilakukan atas pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan tersebut diantaranya adalah menaikkan batas umur minimal
perkawinan yang sama bagi perempuan dan laki-laki menjadi usia 19 tahun.
Perubahan pasal 7 ini juga memberikan aturan pengecualian jika perkawinan
dibawah umur harus dilakukan maka pengecualian harus dilengkapi dengan alasan
yang sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup.

Pernikahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan
manusia. la bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa
pernikahan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu,
menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT telah menciptakan makhluknya secara
berpasang-pasangan. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa
pernikahan merupakan sunnahnya. Karena itu mereka yang melaksanakan
pernikahan berarti mengikuti sunnah beliau.

Pernikahan menjadi media bagi kehidupan seseorang, mempertemukan seorang
laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah kehidupan yang baru. Dua

orang yang telah mampu dan siap untuk membangun sebuah keluarga yang
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diinginkan, yang akan menghasilkan generasi-generasi berikutnya. Berdasarkan
hal-hal tersebut di atas, tesis ini akan mengangkat pokok permasalahan sebagai
berikut : 1. Bagaimana upaya hakim dalam menekan tingginya angka
Permohonan Dispensasi Kawin di masa pandemi di Pengadilan Agama Kabupaten
Malang. 2. Bagaimana peranan hakim dalam menekan orang tua untuk tidak
menikahkan anak di usia dini ?. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menetapkan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara
tujuan pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Secara yuridis menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada
perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti
perkawinan sama dengan perikatan (Verbindtenis). Berdasarkan ketentuan Pasal
1 Undang-Undang Perkawinan di atas, dapat diuraikan bahwa sendi-sendi dan
unsur-unsur utama dari perkawinan adalah :

a. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan
seorang wanita. Artinya, Undang-Undang Perkawinan menutup kemungkinan
dilangsungkannya perkawinan antara orang-orang yang berjenis kelamin sama
meskipun di dalam Pasal 8 dari Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur
mengenai Larangan Perkawinan, tidak dicantumkan secara eksplisit tentang
larangan perkawinan sesama jenis.

b. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-perundang
yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan hanya terjadi jika memenuhi
syarat formil dan materil beserta prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh
undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

C. Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama. Agama merupakan

sendi utama kehidupan bernegara di Indonesia.

Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan sebagai suatu akad atau
perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan
dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa

ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.
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Apabila pengertian perkawinan di atas dibandingkan dengan perkawinan yang
tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak ada perbedaan yang
prinsipil. Lain halnya dengan KUHPerdata, sebab KUHPerdata tidak mengenal
definisi perkawinan.

Pasal 26 KUHPerdata menyimpulkan, bahwa undang-undang hanya memandang
perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata. Hal yang sama, juga dapat dilihat
dalam Pasal 1 HOCI (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers), yang
menetapkan bahwa tentang perkawinan undang-undang hanya memperhatikan
hubungan perdata saja . Undang-undang hanya mengenal perkawinan perdata
yaitu perkawinan yang dilakukan dihadapan seorang Pegawai Catatan Sipil.
Beberapa ahli hukum telah memberikan defenisi tentang perkawinan yaitu,
sebagai berikut:

Menurut Wirjono Prodjodikoro, peraturan yang digunkan untuk mengatur
perkawinan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan. Perkawinan adalah
suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang
memenuhi syarat-syarat yang termasukdalam peraturan tersebut.

Perkawinan adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum
keluarga. Sedangkan R. Subekti memberikan batasan tentang perkawinan sebagai
pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk
waktu lama.

Dengan melihat pendapat para sarjana tersebut diatas, maka dapat dipahami
bahwa para ahli memandang perkawinan itu merupakan perjanjian untuk

membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Syarat-syarat Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu
perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama
dan kepercayaannya, hal ini diatur dalam.

Di samping itu ada keharusan untuk melakukan pencatatan perkawinan yang
diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, adapun bunyi pasal
tersebut ialah “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.”
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Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum
dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam
daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.

Di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menitikberatkan kepada
adanya pencatatan perkawinan yang secara rinci diatur bahwa :

a). Ketentuan tentang pencatatan perkawinan :

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya
menurut agam Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak
dan Rujuk.

2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya
menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh
pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud
dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi
tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata
cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagai mana ditentukan dalam Pasal 3
sampai dengan Pasal 9 peraturan itu. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 1975).

b). Ketentuan mengenai tempat pemberitahuan dan tenggang waktu antara
saat memberitahukan dengan pelaksanaannya.

C). Tata cara pemberitahuan kehendak untuk melakukan perkawinan
ditentukan bahwa pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon

mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.

d). Pemberitahuan tersebut mengharuskan pegawai pencatat untuk melakukan
hal-hal yaitu :
1. Meneliti apakah syarat-syaratnya perkawinan telah dipenuhi dan apakah

tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.

2. Selain itu pegawai pencatat meneliti pula :
a. Kutipan akta kelahiran calon mempelai
b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat

tinggal orang tua calon mempelai.
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C. ljin tertulis atau ijin pengadilan apabila salah satu calon mempelai atau
keduanya belum mencapai umur 21 tahun.

d. ljin pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang
masih beristri.

e. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal pencatatan
bagi perkawinan untuk kedua halnya atau lebih.

f. ljin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan dan
Keamanan apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan
bersenjata.

g. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai
pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir
sendiri karena sesuatu alasan yang tertulis, sehingga mewakilkan kepada orang

lain.

Pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni:

1. Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk

2. Kantor Catatan Sipil

Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4
Tahun 1975 Bab Il Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan yang terjadi
sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan ,
perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang lama
adalah sah. Sebab dengan dilakukannya pencatatan perkawinan tersebut akan
diperoleh suatu alat bukti yang kuat sebagai alat bukti otentik berupa akta nikah
(akta perkawinan), yang di dalamnya memuat sebagai berikut :

a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan
tempat kediaman suami istri. Jika pernah kawin disebutkan juga nama suami atau
istri terdahulu.

b. Nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman orang

tua mertua.
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C. ljin kedua orang tua bagi yang belum mencapai umur 21 tahun/dari wali
atau pengadilan.

d. Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua
orang tua bagi yang melakukan perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria dan
di bawah umur 16 tahun bagi wanita.

e. ljin pengadilan bagi seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan

lebih dari seorang istri.

f. persetujuan dari kedua calon mempelai.

g. ljin dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hankam/Pangab bagi anggota
ABRI.

h. Perjanjian perkawinan jika ada

. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan kediaman para saksi,
dan wali nikah bagi yang beragama Islam.

J. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman
kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pegawai pencatat nikah harus bertindak aktif dalam arti tidak hanya menerima apa
saja yang dikemukakan oleh yang melangsungkan perkawinan, maka pegawai
pencatat menulis dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.

3. Akibat Perkawinan
Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai
berikut :

1. Timbulnya hubungan antara suami-istri
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan
3. Timbulnyan hubungan antara orang tua dan anak.

Akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam
Pasal 35 sampai Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai
berikut :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,

2. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta

benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di
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bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami-
isteri.

3. Apabila ditentukan oleh suami isteri, maka harta bawaan suami isteri
tersebut menjadi harta bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan suami dan
isteri menjadi harta bersama, maka suami dan isteri tersebut harus membuat
perjanjian kawin. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh
Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.
Perjanjian kawin adalah perjanjian perjanjian yang dibuat calon suami dan isteri
untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka.
Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan :
a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian kawin yang disahkan oleh
Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak
ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas
hukum agama dan kesusilaan.

C. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah,
kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan Perubahan
tidak merugikan pihak ketiga.

e. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-
masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan
hukum hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta
bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai
harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik menurut
Riduan Syahrani adalah sewajarnya, mengingat hak dankedudukan suami dalam
kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana
masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

4. Akibat perceraian, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama
diatur menurut hukumnya masing-masing . Menurut penjelasan Pasal 37 UU No.

1 Tahun 1974, yaitu hukum agama (kaidah agama), hukum adat dan hukum-
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hukum lainnya. Tinjauan Umum tentang Putusnya Perkawinan dan Akibatnya
Suatu perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab berikut :

a. Kematian salah satu pihak
b. Perceraian baik atas tuntutan suami maupun istri
C. Karena putusan pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di
depan pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama
Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan, bahwa
perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan. Namun ketentuan ini lebih
banyak mendatangkan kebaikan, maka sudah sepantasnya apabila orang Islam
wajib mengikuti ketentuan ini.

Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak
dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian dapat terjadi karena alasan-
alasan sebagai berikut :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi yang sulit
untuk disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah.

C. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami istri.

e. Salah satu pernah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lainnya.

f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisinan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian diajukan kepada
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pengadilan, sedangkan tata cara mengajukan gugatan diatur dengan Pasal 14 dan
38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang bunyinya sebagai berikut :

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam,
yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan ditempat
tinggalnya yang sesuai pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya
dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang

untuk keperluan itu.

Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi :

1) Permohonanpembatalan suatu perkawinan oleh pihak-pihak yang berhak
mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat
berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal keduanya suami istri, suami
atau istri.

(2)  Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilaksanakan
sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.

(3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan, pembatalan
perkawinan tuntutan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam
Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah.

Beberapa perkawinan serta sahnya perceraian hanya dapat dibuktikan dengan
keputusan pengadilan Agama untuk orang-orang Islam dan Pengadilan Negeri
untuk orang-orang non Islam.

Akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian baik bagi pihak suami
maupun istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-

mata demi kepentingan anak.

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Usia Muda

Pertimbangan dalam UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan adalah

a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas

Vol. 2, No. 3 (2021) Juni



Page |13

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam

b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi
tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak
seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak
kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

C. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas
ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan
suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat
ijin dari kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah
meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,
maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal
kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk
menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara
atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus
keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan
kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut
dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka
tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat
tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang
tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang
tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini Ketentuan tersebut ayat (1) sampai
dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Namun dalam

prakteknya didalam masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian
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masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda atau di bawah umur.
Sehingga Undang-undang yang telah dibuat, sebagian tidak berlaku di suatu
daerah tertentu meskipun Undang-Undang tersebut telah ada sejak dahulu.

Di Indonesia pernikahan dibawah umur berkisar 12-20% yang dilakukan oleh
pasangan baru. Biasanya, pernikahan dibawah umur dilakukan pada pasangan usia
muda rata-rata umurnya antara 13-19 tahun. Secara nasional pernikahan dibawah
umur dengan usia pengantin di bawah usia 16 tahun sebanyak 26,95%

Di Pengadilan Agama Malang pada tahun 2019 pihak yang mengajukan
Permohonan Dispensasi Kawin berjumlah lebih dari 138 orang. Padahal
pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki
25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis
sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan
secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis
dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk

melindungi baik sera psikis emosional, ekonomi dan sosial.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode: Dalam hal untuk
menemukan dan mengembangkan suatu ilmu yang bersifat objektif, maka harus
menggunakan metode penelitian, penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis
normatif, untuk memperoleh dan mengumpulkan data kemudian dianalisis secara
sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada. Jenis dan Sumber Bahan
Hukum, 1. Bahan hukum yang dikumpulkan: Sesuai dengan permasalahan yang
dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah:
a.Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan penetapan harta
bersama dalam perkara ijin poligami.b.Hukum acara peradilan agama terhadap
putusan Pengadilan Agama Malang perihal penetapan harta bersama dalam
perkara ijin poligami. c.Buku-buku tentang hukum acara peradilan agama. 2.
Sumber bahan hukum Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah: Putusan Pengadilan Agama Malang dalam perkara ijin poligami sebagai

data primer.
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C. Teknik Pengambilan Bahan Hukum, a.Dokumentasi: Yaitu suatu cara
memperoleh data dengan cara mempelajari berkas perkara berupa putusan
Dispensasi Kawin, b. Wawancara: Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi
verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam
penelitian ini wawancara dilakukan dengan hakim yang pernah menangani
penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Malang. D. Metode Analisis
Bahan Hukum Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini,
teknik yang digunakan adalah verifikatif analisis yaitu menilai Penetapan

Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Malang

C. PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi
Nikah di Pengadilan Agama Malang

1. Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.

Pembahasan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini
merupakan kelanjutan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menerima sebagian permohonan pihak pemohon
untuk diubahnya pasal 7 ayat (1). Permohonan Judicial Review (JR) tersebut
merupakan upaya yang kedua setelah permohonan sebelumnya ditolak oleh
Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2014.

Belajar dari pengalaman pada tahun 2014, organisasi-organisasi masyarakat sipil
dan individu-individu yang tergabung dalam Koalisi 18+ / Koalisi Indonesia
untuk Penghentian Perkawinan Anak (diantaranya End Child Prostitution, Child
Pornography & Trafficking of Children For Sexual Purposes (ECPAT Indonesia),
Aliansi Remaja Independen/ARI, Institute for Criminal Justice System/ ICJR,
Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi/KPI, Perhimpunan
Keluarga Berencana Indonesia/PKBI, Hukum online), tidak gentar maupun patah
semangat dan bersikukuh untuk kembali melakukan JR dengan strategi yang
berbeda. Pada April 2017, 3 (tiga) orang pemohon yang merupakan perwakilan

penyintas perkawinan anak: Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah, diwakili
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olen Tim Kuasa Hukum dari Koalisi 18+ memasukkan permohonan JR UU
Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini kemudian dicatat
sebagai perkara nomor 22/PUU-XV/2017 perihal pengujian Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945. Adapun pasal yang diujikan dalam permohonan
tersebut adalah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Setelah melalui beberapa kali persidangan dan sempat mengalami penundaan
tanpa alasan yang jelas, pada Desember 2018 Mahkamah Konstitusi melalui amar
putusannya menyatakan mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Kutipan
putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sepanjang frasa “usia 16 (enam
belas) tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) adalah bertentangan dengan UUD 1974 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Amar putusan MK tersebut juga
termasuk “Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi
perempuan’.

Berdasarkan hasil putusan MK pada Desember 2018 kelompok masyarakat sipil
melanjutkan upaya advokasi kepada pembuat kebijakan agar menjalankan amanat
putusan MK terkait usia perkawinan tersebut. Upaya advokasi saat itu diarahkan
kepada pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (KPPPA) agar dapat menghasilkan draft perubahan UU
Perkawinan tahun 1974 yang akan dimasukkan sebagai RUU Inisiatif
Pemerintah. Beberapa diskusi yang dilakukan dengan KPPA tidak mencapai titik
temu, bahkan pembahasan justru semakin melebar ke pasal-pasal lain yang
berisiko dapat ditolak seluruhnya oleh Dewan. Maka koalisi masyarakat sipil
kemudian menggunakan strategi lain. Kali ini dengan melobi anggota legislatif
perempuan yang ada di dalam Badan Legislasi (Baleg) untuk memasukkan usulan
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perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke dalam Daftar RUU
Kumulatif Terbuka.

Dengan dukungan dari 24 (dua puluh empat) orang anggota, maka diusulkanlah
RUU tersebut untuk dibahas di Baleg, pada pertengahan Agustus 2019. Dalam
kesempatan hearing dengan Badan Legislasi, organisasi-organisasi perempuan
menyatakan pentingnya menindaklanjuti putusan MK tersebut dan mendukung
DPR untuk mengubah kebijakan terkait batas minimal usia perkawinan bagi
perempuan. Sidang Badan Legislasi (Baleg) selanjutnya menyepakati
pembentukan Panitia Kerja (PANJA) yang bertugas untuk melakukan
pembahasan lebih lanjut. Pembentukan PANJA merupakan strategi yang dipilih
bersama agar proses pembahasan dapat dilakukan lebih cepat jika dibandingkan
dengan mengembalikan inisiatif tersebut kepada Komisi VIII, mengingat pada
saat yang bersamaan Komisi VIII sedang membahas dua RUU lain yang juga
tidak kalah pentingnya yaitu RUU Pekerja Sosial dan RUU Pencegahan
Kekerasan Seksual.

Dalam rapat-rapat PANJA, sempat muncul perdebatan atas batas minimal usia
perkawinan bagi perempuan. Berbagai usulan diajukan, mulai dari 17 (tujuh
belas), 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) dengan argumennya masing-
masing. Namun diputuskan kemudian dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah pada
tanggal 12 September 2019 bahwa minimal usia perkawinan untuk perempuan
dan laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun. Dari 10 (sepuluh) fraksi di DPR, 8
(delapan) fraksi menyetujui perubahan tersebut, sementara 2 (dua) fraksi lainnya
yaitu F-PKS dan F-PPP tetap bertahan pada usia 18 tahun. Selain pasal 7 ayat (1),
disepakati juga perubahan pada ayat 2, 3 dan 4 pasal yang sama serta penambahan
pasal baru yang disisipkan di antara pasal 65 dan 66.

Dalam rapat tersebut PANJA juga berpendapat bahwa RUU tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilanjutkan
pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat 11 yakni pengambilan keputusan agar
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan ditetapkan sebagai Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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Persetujuan DPR untuk melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan yang
sudah berusia 45 (empat puluh lima) tahun merupakan angin segar bagi upaya
menghapuskan perkawinan anak di Indonesia. Keberadaan pasal 7 ayat (1) UU
Perkawinan (sebelum perubahan) yang menyebutkan bahwa perkawinan diizinkan
jika perempuan sudah mencapai usia 16 tahun merupakan bentuk legalisasi
terhadap terjadinya perkawinan anak, khususnya anak perempuan; karena UU
Perlindungan Anak secara jelas menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Tidak berhenti di situ, UU Perkawinan
pun masih menyisakan ruang untuk terjadinya perkawinan bagi anak-anak yang
berusia di bawah ketentuan UU (16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun bagi laki-
laki) melalui ketentuan pemberian dispensasi.

Perkawinan anak adalah bentuk kekerasan yang komplit, secara fisik, seksual,
mental dan sosial. Pejuang hak-hak anak bahkan merujuk perkawinan anak
sebagai bentuk legalisasi perkosaan terhadap anak atas nama perkawinan, karena
sesungguhnya segala bentuk hubungan seksual dengan anak-anak adalah
pemerkosaan. Oleh karena itu, perubahan batas minimal usia perkawinan menjadi
19 tahun bagi perempuan dan laki-laki diharapkan dapat menghentikan terjadinya
perkawinan anak.

Ditambah dengan diperketatnya aturan terkait pemberian dispensasi yang
diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak. Jika sebelum perubahan,
orang tua dapat mengajukan dispensasi (dalam hal usia calon mempelai di bawah
batas minimal yang ditetapkan UU) ke pengadilan atau pejabat lain; maka dalam
perubahan yang baru disahkan dispensasi hanya dapat diajukan kepada pengadilan
dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
Selain itu, pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat tersebut juga wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai
yang akan melangsungkan perkawinan. Tambahan ayat terakhir adalah guna
menghindari terjadinya perkawinan paksa dimana anak-anak dikawinkan tanpa
dimintai persetujuannya.

Masih terbukanya ruang dispensasi, terutama tanpa aturan yang ketat, dinilai
masih akan kontraproduktif terhadap upaya menghentikan perkawinan anak.

Dalam pernyataan pers-nya, Koalisi 18+ menilai bahwa rumusan dispensasi dalam
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perubahan yang diusulkan masih belum cukup ketat untuk menghindari terjadinya
penggunaan ketentuan ini oleh kelompok pelaku kekerasan seksual terhadap anak
maupun pedofil. Ketiadaan deskripsi mengenai apa yang dimaksud dengan
“alasan mendesak” dan “bukti yang cukup” dapat kembali menjadi akar
permasalahan dari dispensasi sebagaimana yang ada saat ini.

Koalisi 18+ menyampaikan bahwa frasa “bukti yang cukup” harus dapat
dijabarkan secara lebih jelas, bahwa dalam hal pemberian dispensasi oleh
pengadilan maka hakim harus mempertimbangkan kesiapan seluruh aspek yang
ada pada subyek dispensasi. Frasa tersebut harus pula dibuktikan di persidangan
dengan bukti-bukti ilmiah, diantaranya adalah aspek kesehatan baik fisik maupun
psikologis. Menanggapi hal tersebut, Ketua PANJA Drs. Sudiro Asno, Ak
menyampaikan adanya tarik ulur antar fraksi di dalam proses pembahasan
rancangan perubahan undang-undang perkawinan tersebut. Disampaikan oleh
Sudiro bahwa “kalau dispensasi tidak diatur, dikhawatirkan akan banyak
memunculkan perkawinan-perkawinan ilegal (tak tercatat)”.

Pengesahan perubahan Undang — undang Perkawinan tahun 1974 tentu bukan
satu-satunya solusi untuk sepenuhnya menghapus persoalan perkawinan anak di
Indonesia. Persoalan perkawinan anak juga berjalin-kelindan dengan persoalan
lain seperti kekerasan seksual terhadap anak, perilaku seks remaja yang tidak
aman, kehamilan tidak dikehendaki. Persoalan-persoalan tersebut membutuhkan
solusi yang berbeda seperti kebijakan yang mengatur mengenai penghapusan
kekerasan seksual (RUU PKS), kebijakan yang mengatur pendidikan kesehatan
seksual dan reproduksi bagi remaja, juga kebijakan yang menjamin tersedianya
layanan aborsi yang aman. Karena tidak tak dapat dipungkiri, persoalan-persoalan
tersebut sering dijadikan alasan oleh para orang tua untuk mengawinkan anak-
anaknya. Selain minimnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual bagi anak
dan remaja, persoalan kemiskinan juga menjadi salah satu faktor yang
menyebabkan perkawinan anak di Indonesia. Namun dengan adanya perubahan
batas minimal usia dalam UU Perkawinan menjadi 19 tahun, maka perjuangan
gerakan perempuan telah menghasilkan buah, yaitu Indonesia tidak lagi

melegalkan perkawinan anak.
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Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak
memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa
atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan
baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang
diinginkannya. Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat
sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang tidak bisa
memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu
mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga. Batas usia dalam
melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting.
Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan
psikologis.

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus
perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam
kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-
jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala
beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian
nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, pendidikan,

serta pergaulan yang baik.

D. KESIMPULAN

1. Pembatasan usia perkawinan bagi warga Negara yang akan menikah pada
prinsipnya dimaksudkan orang yang akan menikah diharapkan orang sudah
memiliki kematangan berfikir, kematangan psikologis dan kekuatan fisik
yang memadai. Keuntungan lainnya yang dapat diperoleh dengan
kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat
terhindar, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang
lebih matang tentang tujuan dari perkawinan yang menekankan pada aspek
kebahagiaan lahir batin. Meskipun demikian dalam hal khusus tertentu, UU
No. 1 Tahun 1974 memberikan kemungkinan penyimpangannya dalam Pasal
7 ayat 2, dengan adanya dispensasi dari pengadilan agama bagi yang belum

mencapai usia tersebut. Pada dasarnya perkawinan dibawah umur banyak
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terjadi karena beberapa faktor antara lain seperti adanya kehamilan sebelum
nikah yang terjadi karena pergaulan bebas. Perkawinan ini dilakukan untuk
menutup aib mereka dan agar anak yang dikandung mempunyai status yang
jelas.

Perkawinan dibawah umur bagaimanapun juga akan menghadapi berbagai
persoalan didalamnya. Persoalan-persoalan seperti itu mungkin tidak mereka
sadari sebelumnya. Hal ini disebabkan daya nalar mereka yang belum kearah
itu, karena salah satu faktor penyebab timbulnya persoalan-persoalan itu
adalah kepribadian yang belum matang. Dengan kepribadian yang belum
matang itu maka mereka tidak siap untuk menerima tanggung jawab baik
sebagai suami maupun istri, belum siap menghadapi permasalahan keluarga,
baik permasalahan berhubungan suami istri maupun permasalahan ekonomi
keluarga yang mana akan berpengaruh terhadap perkembangan anaknya.
Penggunaan Ketentuan Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 Sebagai Dasar
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Untuk Mengabulkan Cerai Gugat
Dalil terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang sebagaimana diatur
Pasal 6 UU RI No. 23 tahun 2004 dapat diterima oleh majelis hakim dalam
memutus perkara gugat cerai. Yang mana dalil tersebut dapat memperkuat
dalil alasan perceraian yang sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (d) dan/atau
Pasal 19 huruf (f) PP RI No. 9 tahun 1975. Namun demikian dalam praktik
jika pada dalil gugatan diuraikan tentang adanya kekerasan dalam rumah
tangga yang sebagaimana dirumuskan pada Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun
2004 tersebut majelis hakim tidak mengaitkannya dengan dalil alasan
perceraian yang sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (d) PP RI No. 9
Tahun 1975 yakni alasan “salah satu pihak melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”, melainkannya
terjadinya kekerasan tersebut dijadikan pemicu dari terjadinya pertengkaran

terus-menerus.

B. Saran
Bagi Pembentuk Undang-undang
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Dalam menyusun undang-undang, diharapkan agar sesuai dengan asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, harus pula
sesuai dengan materi muatannya masing-masing dan sinkron dengan peraturan
perundang-undangan yang lain.

Bagi Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

Terhadap perkara gugatan perceraian yang menggunakan dalil adanya
kekerasan dalam rumah tangga, adalah lebih tepat jika mengkaitkannya dengan
ketentuan Pasal 19 huruf (d) PP Rl No. 9 Tahun 1975, karena ketentuan pasal
ini lebih tepat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004,
dibandingkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Rl No. 9 Tahun 1975.
Bagi masyarakat pencari keadilan (justitiabelen)

Dalam mengajukan gugatan perceraian karena adanya kekerasan dalam rumah
tangga, diharapkan tetap menggunakan Pasal 19 huruf (d) PP Rl No. 9 Tahun
1975, sedangkan penggunaaan Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 hanya
sebatas sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menggunakan
alasan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (d) PP RI No. 9 Tahun
1975.
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